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KATA PENGANTAR

Substansial buku ini beranjak dari kecenderungan
kosmopolitan dalam berbagai hal, termasuk menjadi model
tersendiri dalam bidang hukum, sehingga menghasilkan hukum
yang bersifat kosmopolitan dan mentransformasi ke seluruh dunia.
Peran hukum (nasional) yang seperti apa diperlukan, agar
transformasi global dapat diantisipasi dan mendukung eksistensi
nasional dalam jagad kosmopolitan? Interrelasi yang bagaimana
terjadi antara hukum nasional dan hukum kosmopolitan dalam
perlindungan hukum dan penegakan hukum, dikaitkan pula dengan
yurisdiksi institusi yudisial kosmopolitan?.

Tentu saja pemaknaan hukum (nasional) harus memiliki
corak atau karakteristik yang mampu beradaptasi dalam
kecenderungan-kecenderungan kosmopolitan, dengan tetap secara
progresif mengemban jati diri bangsa.

Peranan hukum dalam konteks kosmopolitan, yakni
pengintegrasi pelbagai dimensi kepentingan internal bangsa,
kepentingan nasional dengan internasional, dan kepentingan antar
sektor kehidupan nasional. Hukum menjadi instrumen perjuangan
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dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (nasional) yang tak
terpisahkan dari sentuhan transformasi global nilai-nilai.

Terjadi interrelasi sinergis antara rezim hukum nasional dan
rezim hukum kosmopolitan dalam perlindungan dan penegakan
hukum, terutama di bidang HAM. Dalam buku ini dibahas pula
bagaimana interrelasi dari rezim hukum tersebut dengan merujuk
pada Statuta Roma 1998 yang salah satu instrumennya adalah ICC.
Di samping itu terdapat pemikiran mengenai beberapa masalah
hukum terkait dengan substansi hukum yang kosmopolitan.

Kesigapan dan konsistensi cara berhukum yang tetap
mengedepankan jati diri bangsa dalam mempola kehidupan dalam
transformasi kosmopolitan, niscaya membawa bangsa dan negara
ini tetap “swrvive” menuju kondisi yang damai dan
membahagiakan.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada
Profesor Dr. Muladi, SH., karena ide dasar dalam penulisan buku
ini, mengalir pada perkuliahan beliau, dalam mata kuliah
Transformasi Global Bidang HAM pada Program Doktor Iimu
Hukum UNDIP. Semoga buku ini dapat menambah pencerahan
dalam memahami hukum dalam kecenderungan yang kosmopolitan
dan perlindungan hukum bagi kemanusiaan.

Semarang, November 2011

Penulis
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